Menimbang

Mengingat

PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2007
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETAR!S NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 telah dltetapkan Jabatan
Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu

menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah
dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris
Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

2. Peraturan ...



Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara Pegawai  Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Normor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah
sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 9
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan .....




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019},

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Momor
PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan
Angka Kreditnya;

Memutuskan .....




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara
tertulis maupun secara lisan.

Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulast nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Penerjemah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

Instansi Pembina jabatan fungsional Penerjemah adalah Sekretariat
Negara RI.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisi‘an
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana
Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan
bukan merupakan bagian. dari Departemen/Lembaga Pemerintah
Nondepartemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adatah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional
Penerjemah dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipit.

8. Pejabat .....



(1)

(2)

3)

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
Penerjemah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim
Penilai.

BAB Ii
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

Bahan penilaian angka kredit Penerjemah disampatkan oleh
Pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon lil atay
pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsionat
yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit untuk Penerjemah dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan
Lampiran i-D Peraturan Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Penerjemah harus dilampiri
dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan penerjemahan dan bukti-
bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran Il Peraturan Bersama ini:

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan
bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran I Peraturan Bersama ini;

C. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang  tugas
Penerjemah dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
dan/atau

d. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan
fotokopi bukti-bukti mengenai ljazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang disahkan
oleh pejabat berwenang, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.

Pasal 3 .....




(1)

(2)

(1)

(2)

(N

(2)

Pasal 3

Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penerjemah harus dinilai
secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan
nilai angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

Penetapan angka kredit Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala
Badan HKepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Penerjemah yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Penerjemah yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penerjemah

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal Penerjemah akan dipertimbangkan untuk naik pangkat,
penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;



b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit
ditetapkan paling tambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam
menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan
kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan
angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat
(2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di
bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
penerjemahan.

BAB Iil
TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah
sebagai berikut:

a. menduqui jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;

b. memiliki .....




(2}

(4)

(6)

(7)

(8)

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Penerjemah; dan

€. dapat aktif melakukan penilaian.

Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai vang pensiun atau
berhatangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai
mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara definitif
sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilaj yang turut dinilai, Ketua
Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Susunan Anggota Tim Penilai berjumlah 7 {tujuh) orang terdiri dari
unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional
Penerjemah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satu orang Ketua merangkap anggota:

b. satu orang Wakil Ketua merangkap anggota;
C. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. empat orang anggota.

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penerjemah.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri

Sekretaris Negara.

(2) Kualifikasi .....



9)

(1)

(2)

Kuatifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional Penerjemah, dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam
melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan fungsional Penerjeman.
Pasal 9

Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

a. membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menetapkan angka
kredit Penerjemah Utama di lingkungan Instansi Pusat dan
Daerah;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri
Sekretaris Negara, yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

a. membantu sekretaris jenderal departemen, sekretaris jenderal
lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah
nondepartemen atau pejabat eselon | tainnya yang setingkat
dengan itu dalam menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama
sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan instansi masing-

masing;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
jenderal departemen, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara,
pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen atau pejabat
eselon | masing-masing, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

{3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

a. membantu sekretaris daerah provinsi dalam menetapkan angka
kredit Penerjemab Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di
lingkungan masing masing;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
daerah provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas .....




(4)

Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. membantu sekretaris daerah kabupaten/kota dalam menetapkan
angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah

Madya di lingkungan masing-masing;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
daerah kabupaten/kota yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

{(5) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dan

penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Pusat.

(6) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan

penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Provinsi {ain terdekat.

(7) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian dan

(1)

(2)

(1)

penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada ;
&. Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat: atau

b. Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperiukan.



(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.

. {3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

BAB Iv
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan
jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penerjemah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

. a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilatan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu} tabun terakhir.

(3) Kenaikan jabatan bagi Penerjemah Madya menjadi Penerjemah
Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir:

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

€. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan .....
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{5} Kenaikan pangkat bagi Penerjemah Madya pangkat Pembina Tingkat

=
g

(8)

| golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c, sampai dengan jabatan Penerjemah Utama pangkat Pembina
Utama golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
ili/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan ruang IIt/b
sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Madya, pangkat Pembina
Tingkat | golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuén teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan
ruang UI/b sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Madya,
pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang !fi/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan
ruang lI/b sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Muda,
pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Ill/d ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,

(%) Kenaikan .....



%

(1

(2)
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Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki Penerjemah Muda pangkat Penata Tingkat | golongan
ruang Hi/d untuk menjadi Penerjemah Madya pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat | golongan
ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 13

Kenaikan pangkat bagi Penerjemah dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerjemah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN

DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 14

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan Penerjemah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam

jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat;

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan:

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang ill/a; dan

C. setiap .....




(2}

(3)

(4)

(5)

(1

¢. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penerjemah
melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penerjemah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan tulus pendidikan dan
pelatihan fungsional Penerjemah yang ditentukan oleh Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang
tidak lulus pendidikan dan latihan fungsional Penerjemah,

diberhentikan dari jabatan Penerjemah.

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Penerjemah dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
VIl Peraturan Bersama ini;

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke datam
jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/24/M.PAN/5/2006;

b. memiliki pengalaman di bidang kegiatan penerjemahan paling
singkat 2 (dua) tahun;

¢. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penerjemah;

d. usia paling tinggi 5 {lima) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

e. setiap .....
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e. setiap unsur-penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
paling rendah bernilai baik dalam 1 {(satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri 5ipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penerjemah ditetapkan
sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian
dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang
berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

(3} Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Penerjemah menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran VIll Peraturan Bersama ini.

Pasal 17

Bagi Penerjemah vyang karena perpindahan jabatan, memiliki
pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Penerjemah yang
diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih
tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit
yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 18
75
Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1)
dan Pasal ; pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fenerjemah.

Pasal 19

(1) Penerjemah Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang lil/a
sampai dengan Penerjemah Utama, pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat
dan/atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpuikan angka kredit
minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi.

{2) Penerjemah .....




(2)

(3)

4

(3)

(6)
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Penerjemah Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang 1V/e
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan
angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas
pokok.

Pembebasan sementara bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara
diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut

pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan ayat (2) Penerjemah juga dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;

d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat

dan seterusnya; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap
melaksanakan tugas pokok tetapi tidak dapat dinilai dan ditetapkan
angka kreditnya.

Pembebasan sementara dari jabatan Penerjemah ditetapkan dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran

X Peraturan Bersama ini.

Pasal 20 .....

S S b e ¢
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(2)
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(2)
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Pasal 20

Penerjemah diberhentikan dari jabatarnya apabila:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecualj jenis hukuman
disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;

2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
atau (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan. '

Pemberhentian dari jabatan Penerjemah ditetapkan dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
X| Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 21

Pererjemah yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan
berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan
Penerjemah, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut
telah berakhir.

Penerjerﬁah yang dibebaskan sementara karena:

a. diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembati dalam jabatan
Penerjemah, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukumn tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan;

b. ditugaskan di luar jabatan Penerjemah, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Penerjemah, apabila telah selesai melaksanakan
tugas di luar jabatan Penerjemah;

. cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada
instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Penerjemah;




3)

(4)
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d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam
jabatan Penerjemah apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, atau huruf c dapat dilakukan
apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum
mencapai batas usia pensiun.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah menggunakan
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V! Peraturan
Bersama ini. '

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah

sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan

berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit yang

diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penerjemah.

M

BAB VH
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M/PAN/5/2006 telah dan masih melakukan tugas di bidang
penerjemahan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang
dapat diangkat ke dalam Jabatan Penerjemah melalui
penyesuaian/inpassing dengan ketentuan harus memenuhi syarat:

a. paling rendah berijazah Sarjana {S1)/Diploma IV;

b. paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang
ll/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang .....



(@)

(3)

(4)

3

(M

19

Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan,
pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana
tersebut dalam Lampiran !l dan Lampiran Ill Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud Lampiran Il atau Lampiran Il Peraturan
Menteri  Negara Pendayaguhaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung
1 (satu) tahun;

¢. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung
2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,
dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat} tahun.

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah,
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Penerjemah dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Xl Peraturan Bersama ini.

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan
formasi Penerjemah.

Pasal 24

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah
di lingkungan instansi pusat dan daerah, ditetapkan mulai tanggal 1
Aprit 2007, dan harus selesaj ditetapkan paling lambat akhir bulan
Maret 2008.

{(2) Pegawai .....




(2)
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Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum
disesuaikan dalam jabatan angka kredit Penerjemah terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan
pangkat yang terakhir.

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2008, kenaikan

pangkat Penerjemah sudah ditetapkan dengan angka kredit
disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BABTX. ¥/
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai Negeni Sipil yang diangkat dalam jabatarn Penerjemah tidak

dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional tain

maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah

(2)

memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki
masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir,
kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan

mulai periode kenaikan pangkat berikutnya.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipertimbangkan apabila telah mengumpulkan angka kredit paling
kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan
tugas pokok.

Pasal 27 .....

e




2]

Pasal 27
Penerjemah yang sedang dibebaskan sementara karena:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa
penurunan pangkat; atau

2. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
3. ditugaskan secara penuh di tuar jabatan Penerjemah; atau
4. cuti di luar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak

kepegawaian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan
dalam pengembangan Penerjemah, perlu dilaksanakan sosialisasi dan
fasilitasi tentang ketentuan pengembangan jabatan Penerjemah
secara berkala kepada pejabat yang berkepentingan dan Penerjemah.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penerjemah secaré profesional
sesuai kompetensi jabatan, Sekretariat Negara selaku Instansi

Pembina, antara lain melakukan:

a. penetapan pedoman formasi jabatan Penerjemah;

b. penetapan standar kompetensi jabatan Penerjemah;

c. pengusulan tunjangan jabatan Penerjemah;

d. sosialisasi jabatan Penerjemah serta petunjuk pelaksanaannya;

e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionat/
teknis fungsional Penerjemah;

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionat/teknis bagi
Penerjemah dan penetapan sertifikasi;

g. pengembangan sistem informasi jabatan Penerjemah:;

h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Penerjemah;

i. fasilitas ....,




I. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penerjemah;

J. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik
Penerjemah; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penerjemah.

BAD 1X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan
diatur kemudian oleh Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan
Kepegawalan Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

sesuat dengan bidang tugas masing-masing.
Pasal 30

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007
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LAMPIRAN [-4 :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nornor * 1 TAHUN 2007
Nomor 1 22 TAHUN 2007
Tanggal i 30 MARET 2007

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENERJEMAH PERTAMA
Nomor :

INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bulan ..._....s/d Bulan....... . L Tahun
I KETERANGAN PERORANGAN
1 [Nama
2 |NIP
3 |Nomor Seri Kartu Pegawai
4 [Tempat dan Tanggal Lahir
5 {Jenis Kelamin
6 {Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 |Jabatan penerjemah/TMT
8§ |Masa Kerja golongan fama
9 |Masa Kerja golongan baru
10 JUnit Kerja
II UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAY
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

1 |UNSUR UTAMA

1, |PENDIDIKAN

A. [Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar

1} Doktor (53)

2) Magister (52)

3) Sarjana (51}

Pendidikan dan Pelatihan Fungsienal dan mempercleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatiban (STTPP)

Mengikuti diklat fungsional:

1) Lemanya lebih dari 961 jam pelajaran

2) Lamanya antara 641

- 560 jam pelajaran

3) Lamanya antara 481

- 640 jam pelajaran

4} Lamanya antara 161

- 480 jam pefafaran

5) Lamanya antara 81 -

160 jam pelajaran

6) Lamanya antara 30 -

80 jam pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II1

JUMLAH
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2 |[PENERJEMAHAN

A |Perencanaan Penerjemahan Tulis

1) Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis,

Mengumpulkan, menyelekst, dan menentukan bahan-bahan yang
akan diterjemahkan secara tulis,
Menguinpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang
akan diterjemnahkan secara tulis.

)

3

B. |Penerjemnahan Tulis

1 Menerjemahkan surat/pidato/iaporan, atau materi untuk pers secara

tertulis dari: :
a Bahasa asing ke banasa Indonesia dengan tingkat kesufitan
' rendah.
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
" rendah.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
& tingkat kesulitan rendah.
d Bahasa daerah ke hahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan .
" rendah. .
e Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan :
' rendah,

f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.

g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.

2) WMenerjemahkan terbitan iimiah dari:

Bahasa asing ke bahasa Indanesia dengan tingkat kesulitan

2 rendah.
b Bahasa Tndonasia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan

* rendah.

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan

¢ tingkat kesulitan rendah.
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan

" rendah.
e Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan

" rendah.

f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.

g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.

Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/
3) dipresentasikan dalam bentuk buku dari bahasa asing ke bahasa
Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.

4) Menerjemahkan artikel/monografifmakalah/bagian buku yang
diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:

Bahasa asing ke bahasa lndonesia dengan tingkat kesulitan

a rendah.,
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
" rendah.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
[ f
tingkat kesulitan rendah.
d Bahasa daerah ke bahasa Indanesia dengan tingkat kesulitan
' rendah.
e Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan

rendah.

f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.

g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.

Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan

2) dari:
a Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
* rendah,
b Bahasa daerah ke bahasa Indanesia dengan tingkat kesulitan .
' rendah.
Hahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
[

rendah.
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2

6) Menerjemahkan produk hukum darf :

Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan

2. rendah.

Bahasa indoresia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan

b. rendah.,

Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
rendah.

Bahasa Indoresia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
rendah.

e. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.

7) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari:

Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan

a rendah,

Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan

b rendah.

Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
rendah,

Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
rendah.

e. Bahasa asing ke bahasa daerah dangan tingkat kesulitan rendah.

f. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.

Perencanaan Penerjemahan Lisan

1) Merencanakan kegiatan penerjernahan lisan,

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk

2 melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Melakukan koordinasi dengan instansi/pinak terkait dalam rangka
3) persiapan suatu perteruan internasional dan/atau mendampingi
kunjungan tamu yang memeriukan penerjemahan hsan,

Melakukan pengenalan Inkasi dan fasilias teknis sebelum

1) melaksanakan kegiatan peneremahan lisan.

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAHK

A

Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan

Membuat karya tulisfilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan

D ataw evaluasi di bidang penedjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LTPT

Membuat karya tulis/imiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan

2 atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
hasional

B, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP]

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan

3) sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalarm bentuk buku yang diterbitkan can diedarkan secara
nasignal

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPL

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau wiasan limiah hasil gagasan

4 sendiri di bidang _penerjemahan yang dipublikasikan

a. Dalam bentuk buky

b, Dalam bentuk makalah

Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan

¥ rnelalui media massa

Menyampaikan prasaran berupa tinjawran, gagasan, atau ulasan iimiah

6) di bidang penerjemahian

Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan peneremah

Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan
1} penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan
Secard nasiona!

2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah

Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep

a. Inmstitusi

b. Perorangan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA
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PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH

A, |Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah

Mengajar/metatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. |Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi

Mengikuti seminarflokakarya/konferensi sebagai :

1) Pemarasaran

2) Maderator/Pembahas/Narasumber o

3) Peserta

C. |Keanggaotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai ;

1} Pengurus aktil

2) Anggota aktif A i

Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penerjemah

Menjadi anggeta aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penerjemah

F. |Perclehan penghargaan/tanda jasa

Memperaleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :

1) 30 Tahun

2) 20 Tahun

1) 10 Tahun

G. |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas

1y Doktor (53)

2) Magister (52)

3) Sarjana {51)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUil PENUNJANG
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah
Surat Pernyataan melakukan Kegialan Pengembangan Profesi Penerjemah

Sural Pemyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tupas Penerjemah

- WM

dan seterusnya

NIP.

Iv.

Catatan Pejabat Pengusul :

4 dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul }

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan scterusnya

(Nama Penilai 1)

NIP.

VL

Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP,
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LAMPIRAN 1-B :

PERATURAN BERSAMA,

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAILAN NEGARA
Nomor 1 1 TAHUN 2007

Nomor 22 TAHUN 2007

Tanggal  : 30 MARET 2007

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENERJEMAH MUDA

INSTANSI

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan......s/d Bulan...... .. . Tahun

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri Karty Pegawai

Tempat dan Tangoal Lahir

Jenis Kelamin

L<A T LT, T O N N PUR I R B

Pendidikan yang diperbitungkan arigka kreditnya

7 |Jabatan penerjemah/TMT

Masa Kerja gelongan lama

9 |Masa Kerja golongan baru

10 |Unit Kerja
II UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL ~ TIM PENILAI
LAMA BARﬁ JUMLAH | LAMA BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 B

1 |UNSUR UTAMA

1 [PENDIDIKAN

A |Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar

I) Doktor (S3)

2) Magister {52)

3) Sarjana {51)

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperaleh Surat Tanda Tamat

Mengikuti dikiat fungsional:

1) Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran

2) Lamanya antara 641 - 560 jam pelajaran

3) Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran

4) Lamanya antara 161 - 430 jam pelajaran

5) Lamanya antara B1 - 160 jam pelajaran

6} Lamarya antara 30 - B0 jam pelajaran

Pendidikan dan Pelatinan {STTPF)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II]

JUMLAH




30

PENERJEMAHAN

A

Perencanaan Penerjemahan Tulis

1) Merentanakan kegiatan penerjemahan Lulis.
2 Mengumnpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang
) akan diteriemahkan secara tulis.
4 Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang
) akan diterjemankan secara tulis.
4 Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat
) diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis.
5) Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.
Penerjernahan Tulis
L Menerjemahkan surat/pidato/taporan, atau materi untuk pers secasa
) tertulis dari:
a Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
" sedang.
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkal kesulitan
© sedang.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
¢ tingkat kesulitan sedang.
d Bahasa daerah ke bahasa [ndonesia dengan tingkat kesulitan
' sedang.
o Rahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
* sedang.
f  Bahasa asing ke bahasa daarah dengan tinghat kesulitan sedang.
2) Menerjemabian terbitan ilmiah dari:
a Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
©  sedang.
b Bahasa Indanesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
* sedang.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
coo g
tingkat kesulitan sedang.
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
* sadang.
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
e sedang.
f, Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.
3 Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/

dipresentasikan dalam bentuk buku dari:

Bahasa asing ke bahasa 1Indonesia dengan tingkat kesulitan
sedang.

b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
' sedang.

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
tingkat kesulitan sedang,

d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesufitan
* sedang.

Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
sedang.

f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang,

g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang,

comhe Aan e e
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Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang

4 diterbitikan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:
Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
g sedang.
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
! © sedang. .
I Bahasa asing yanqg satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
! ¢ tingkat kesulitan: sedang.
7 d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
i " sedang. -
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
e sedang.
i
! f.  Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.
‘ g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.
5 Menerjemahkan buku ke dalam bentuk bukuy yang tidak dipublikasikan
: dari:
! Hahasa asing ke bahasa Indenesia dengan tingkat kesulitan
a sedang.
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesuitan
" sedang.
Bahasa asing yanp satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
= tingkat kesulttan sedann,
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
" sedang.
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
& sedang,
f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.
6) Menerjemahkan produk hukum dari:
Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
2 sedang.
b Bahasa [ndonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
© sedang.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
& tingkat kesulitan sedang.
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesuiitan
" sedang.
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
& sedang.
f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.
7) Menerjemahkan teks dari:
Bahasa kuno ke bahasa [ndonesia dengan tingkat kesulitan
sedang.
b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.
8) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari:
Bahasa asing ke bahasa [ndonesia dengan tingkat kesulitan
a sedang.
b Bahasa Indenesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
' sedang.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
€ tingkat kesulitan sedang.
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
* sedang.
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
e sedang, ’
f.  Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang_
[— —
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2

Penyuntingan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis

1}

materi untuk pers dari:

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau

a. Bahasa asing ke bahasa [ndonesia;

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah,

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografif
2) makalah/bagian buku yang diterbitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan dari:

a. Bahasa asing ke bahasa 1ndonesia;

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan

¢. Bahasa Indcnesia ke bahasa daerah.

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke da‘am bentuk

Y buku yang tidak dipublikasikan dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;

t. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan

c. Bahasa Indonesia ke bzhasa daerah.

4) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah,

Mepyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaran

5} audio/audiovisual dari;

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

Perencanaan Penerjemahan Lisan

1) Merencanakan kegiatan penerjenahan lisan.

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk

2 melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Mekakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka
3) persiapan suatu perternuan internasional dan/atau mendampingi
kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan.

Melakukan pengeralan lokasi dan fasilitas teknis sebelum

4 melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Menentukan dan menilai jenis, tingkat, dan kelayakan program

3 penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas.

Mempertimbangkan/menentukan suatu program/ kegiatan dapat

8 dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan,

Penerjemahan Lisan

1} Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara ksan pembicaraan tidak resmi melalui telepon

2) dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya,

Menerjernahkan secara fisan dengan teknik konsekutif pembicaraan

D) resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:

3. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Menerjemahian secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan

9 tidak resmi dalam kegiatan meadampingi tamu dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
5) dalam wawancara dengan rnedia massa {cetak/elektronik) dari
bahasa Indenesia ke bahasa asing dan/atau sebalikoya.
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6)

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan
bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing
dan/atau sebaliknya.

7

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
resmi atau negosiasi di tuar negeri pada pertemuan
bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing
dan/atau sebaliknya.

8)

Menerjemahkan secara lisart dengan teknik konsekutif permbicaraan
tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan
bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing
dan/atau sebaliknya.

9)

Menerjerahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan
bilateral/regicnal/multilateral dari behasa Indonesia ke bahasa asing
dan/atau sebaliknya.

10

-

Menerjernahkan secara lisan gengan teknik kansekutif pernbicaraan
atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan,/rapat
kenja/semninar/lokakarya nasicnal/internasiona! dari bahasa Indonesia
ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

11

—

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat
kerja/seminar/lokakarya dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,

b, Bahasa Indonesia ke bahasa daersh dan/atau sebaliknya.

12}

., Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan

atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral
dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

13)

Menerjemahian secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan
atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/muttilateral
dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,

14

=

Menerjemabkan secara fisan dengan teknik simultan jalannya
persidangan di pengadilan dalam negeri dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indenesia dan/atau sebaliknya.

¢. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

15

—

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya
persidangan di pengadilan dalam negeri dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

16}

Menerjernahkan teks secara lisan (sight transiation )

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

b. Bahasa daarah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

t. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

17}

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman
audio/audiovisual dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaiiknya.

h. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Penerjemah dan Penerjemahan

Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan (sebagai anggota)

JUMLAH
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PENGEMBANGAN PROFEST PENERJEMAH

Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan

n

Membuat karya tufisfilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei,
dan/atau evaluasi di bidang panerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitian dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2)

Membuat karya tulis/iimiah/hasil penelitian, pengkajian, survei,
dan/atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

t. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh UFI

k)]

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendii ¢i bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah iimiah yang diakui ofeh LIPI

4)

Membuat karya tulfs berupa tinjauan atau ulasan imiah hasil gagasan
sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku

b. Datam bentuk makalah

3)

Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan
melafui media massa

6)

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah|
di bidang penerjemahan

Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah

1

Menyusun pedofman standar penyelenggaraan pengawasan
penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan
secars nasienal

2}

Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah

Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep

a. [Institusi

b. Perorangan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

B




e e g 1

35

PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH

Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi

Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :

1) Pemarasaran

2} Moderatar/Pembahas/Narasumber

3) Peserta

Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Pengurus aktil

2} Anggota altif

Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penerjemah

Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsianal
Penerjemah

Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :

1} 30 Tahun

2) 20 Tahun

3) 10 Tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidek sesuai dengan bidang tugas

1) Doktor (53)

2) Magister (52)

3) Sarjana (S1)/Diplomaly

JUMLAH UNSUR PENUNIANG
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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UL |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : . N
! Sural Pemyataan melakukan Kegiatan Péneijemah'
2 Surat Pernyataan melakukan Kegialan Pengembangan Profesi Penerjemah
3 Surat Pemnyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah
4 dan seterusnya
NIP.
IV, [Catatan Pejabat Pengusul :
| ST
2
3 .
4 dan seterusnya
( jabatan )
{nama pejabat pengusul )
NIP.
V. |Catatan Anpgota Tim Penilal :
|
2
Do
4 dan seterusnya
( Nama Penilai 1)
NIP.
(Nama Penilai 11)
NIP.
¥I. |Catatan Ketua Tim Penilai ;
1
2 .
I
4 dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
(Nama )
NIP.
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LAMPIRAN I-C :

PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEFALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor 1 1 TAHUN 2007

Nomor 22 TAHUN 2007

Tanggal 1 30 MARET 2067

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENERJEMAH MADYA

Nomor :

INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bulan ........... s/d Bulan... .... Tahun
1 KETERANGAN PERORANGAN
1 [Nama
2 |NIP
3 |Nomer Seri Kartu Pegawai
4 |Tempat dan Tanggal Lahir
5 |Jenis Kelamin
& |Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 |Jabatan peneremah/TMT
8 |Masa Kerja golongan jama
9 |Masa Kerja golongan baru
10 |Unit Kerja
11 UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU | JUMLAH | LAMA BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A, |Pendidikan sekolah dan memperaleh gelar

1. Dokiar (53)

2. Magister (52)

3. 5arjana (51)

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP}

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat

Mengikuti diklat fungsional:

1. Lamanya febih dari 961 jam pelajaran

Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran

Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran

Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran

e w N

Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran

6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran

Pendidikan dan Pefatihan (STTPP)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat

Mengikuti gendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II1

JUMLAH
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2 |PENERJEMAHAN

A

Perencanaan Penerjemahan Tulis

1)

Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis.

2)

Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukarn bahan-bahan yang
akan diterjemahkan secara tulis,

3

Mengumpulkan dan menentakan referensi pendukung bahan yang
akan diterjiemahkan secara tulis,

4)

Mempertimbrangkan/menentukan suaty bahan/dokumen dapat
diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penearjernah tulis.

5)

Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.

Penerjemahan Tulis

Menerjemahkan suralypidate/laporan, atau materi gntuk pers secara

D tertulis dari;
Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
% tinggi.
b Bahasa Indenesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
' tinggp.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
& tingkat kesulitan tinggi.
d Bahasa daerah ke bahasa Indanesia dengan tingkat kesutitan
' tingg,
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
£ tinggi.
f.  Bahasa asing ke bahasa daerzh dengan tingkat kesulitan tinggi,
9. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggl,
2} Menerjemahkan terbitan iimiah dari;
Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
2 tinggh
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
" tinggi.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
¢ tingkat kesulitan tinggi.
d Bahasa daerah ke bahasa Indanesia dengan tingkat kesulitan
" tinggi.
Bahasa Indaresia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
& tinggs,
f.  Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi.
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.
3 Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/
) dipresentasikan dalam bentuk buky dari:
Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
2 tinggi.
b Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
' tinggi,
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
& tingkat kesulitan tinggi,
d Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
' tinggi.
Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
& tinggi,
f.  Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggj.
g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.
@) Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan

dari:

Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan

2 tinggi,

Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesylitan
b tinggi.
c Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan

tingkat keswlitan tinggi.

d. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan Linggi.

e, Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.
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5) Menerjemahkan groduk hukum darf:

Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan

3 tinggi.
b Baﬁgsa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesdlitan
~_tinggi.
Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
< tingkat kesulitar tinggi.
Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
d- tinggi.
e Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan
' tinggi.

f.  Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat xesulitan tinggi,

g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi,

6) Menerjemahkan teks darl:

Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
tinggi.

b. Bahasa kunc ke bahasa asing dengan tingkat kesuiitan tinggi.

7) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari;

Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan
tinggi.

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan
tingkat kesulitan tinggi.

Penyuntingan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis

1}

materi untuk pers dari:

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

t. Bahasa asing ke bahasa daerah.

d, Bahasa daerah ke bahasa asing.

2) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa dagrah ke bahasa [ndonesia.

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan

h dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia,

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografi/
4) makalah/bagian buku yang diterbitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan dari:

a, Bahasa Indanesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

c. Bahasa asing ke bahasa daerah.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing,

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk

5 buku yang tidak dipublikasikan dari;

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

¢. Bahasa asing ke barasa daerah.

g. Bahasa daerah ke bahasa asing.

6. Menyunting dan menyelaraskan tefjemahan produk hukum dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing ke bahasa daerah.

¢. Bahasa daerah ke bahasa asing.

7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:

Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
sedang.

b.  Bahasa kune ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman
audiofaudiovisual dari:

a. Bahasa indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

¢. Bahasa asing ke bahasa daerah.

Bahasa daerah ke bahasa asing.
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Pembacaan Ulang Hasil Penerjemahan Tulis

Membaca ulang terjiemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk

L pers dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia,

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

2. Membaca ulang terjemahan terbitan limiah dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

¢. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah,

Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/

3. dipresentasikan dalam bentuk buku dari:
a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.
b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia,
b. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.
4 Membaca ulang terjernahan artikel/monografi/makalah/bagian buku
' yang diterbitkan dan dipublikasikan/digresentasikan dari:
a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.
b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.
€. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.
5. Membaca ulang terjemahan buku ke dalarm bentuk buky yang tidak

dipublikasikan dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indanesia,

¢. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

6. Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia,

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daersh.

7. Membaca ulang terjemahan teks dari;

Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
sedang.

b. Bahasa kung ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.

8. Membaca ulang terjemahan rekaman audic/audiovisual dari:

a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.

b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.

Perencanaan Penerjemahan Lisan

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan,

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk

z melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka
3. persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi
kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan,

Melakukan pengenalan fokasi dan fasilitas teknis sebetum
melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Menentukan dan menilai jenis, tingkat, dan kelayakan progra
penerjemahan secara lisan berdasarkan pricritas, )

Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat
dilaksanakan sendiri atau gleh suatu tim penerjemah lisan.

Penerjemahan Lisan

1. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari-

a. B2hasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjernahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melaluj telepon

z dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang fainnya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik ko_nsekur.if pembicaraan
resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,
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Menerjernahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan

4 tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan

5. dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik) dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

b, Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

TTETTET [ETT R TR T SECara T UeT g oK TR KO TS ERUTT DO o 3arT

&, resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan

hilakarals i 1ol Ldori:

a, Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang fainnya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
7. resmi atau negosiasi di luar negeri pada perteruan
bilateral/regional/multilaterab dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

b, Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjerahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
B. tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan
bilateral/regional/multilateral dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
9. tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan
bilateral/regional/multilateral dari:

a. Bahasa asing yang s#tu ke bahasa asing yang lainnya,

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya,

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
10. atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat
kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional dari;

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan
11. atau presentasi di luar negeri pada perteruan/rapat
kerja/seminar/lokakarya dari:

a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan
12. atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral
dari bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

Menerjemahkan secara lisan dengan keknik simultan pembicaraan
13. atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral
dari bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman
14. audio/audiovisual dari Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang
lainnya.

Peningkatan dan Pengendalian Kuatitas Penerjemah dan Penerjemahan

1. Menyusun sistern dan/atau metode penerjemahan:

a. Anggota,

b. Narasumber,

2. Menetapkan teknik penerjermahan yang akan digunakan:

a. Ketua.

b. Narasumber,

Melakukan evaluasi quna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik
penerjemahan:

w

a. Anggota.

b. MNarasumber.

4. Menyusun program pembinaan penerjemah:

a. Anggota.

b. Narasumber.

5. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan;

a. Anggota.

b. Narasumber.

JUMLAH
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PENGEMBANGAN PROFEST PFENERJEMAH

A. Pembuatan karya tulis/iimiah di bidang iimiah di bidang penerjemahan

1

Membuat karya tulis/iimiah/hasil penelitian, pengkajian, survei,
dan/atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterhitkan dan diedarkan secara
nasional

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui aleh LIPI

2}

Membuat karya tutis/ilmiah/hasil penelitian, pengkasian, survei, dan
atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

3

Membuat karya tulis berupa tinjavan atau ulasan iimiah hasil gagasan
sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasionai

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakw oleh LIF!

9

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau vlasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk makalah

3)

Membuat tulisan ilmiah di bidang perierjernahan vang disebatluaskan
melalui media massa

6)

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau wasan ilmiah
di bidang penerjemahan

B. |Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah

1}

Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan
penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan
secara nasional

4)

Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah

C. fPemberian konsultas) pengawasan penerjemah yang bersifat konsep

a. Institusi

b. Perorangan

JUMLAH
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PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH

A. |Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B, |Peran serta dalam seminar/lokakarya/kenferensi

Mengikuti serninar/lokakarya/kenferensi sebagai :

1) Pemarasaran

2) Maoderator/Pemnbahas/Narasumber

3) Peserta

C. |Keanggotaan dalam arganisasi profesi di didang penerjemahan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Pengurus akuf

2) Anggota akkif

Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabiatan Fungsional
Penerjemah

Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penerjemah

F. |Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memgperoleh penghargaan/anda jasa Satya Lancana Karya Satya :

1} 30 Tahun

2) 20 Tahun

3) 10 Tahun

G. |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas

1) Doktor (1)

2) Magister (52)

3) Sarjana (51)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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. [LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah
Surat Permnyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penerjemah

Surat Pemyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah

RN

dan seterusnya

NIP.

. [Catatan Pejabat Pengusul :

4 dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat penpusul )

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

(Nama Penilai 1)

NIP.

. |Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

{Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDTT

JABATAN PENERJEMAH
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LAMPIRAN I-D :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

Nomor 1 1 TAHUN 2007
Nomar : 22 TAHUN 2007
Tanggal : 30 MARET 2007

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENERJEMAH UTAMA
Nomor ;

INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bufan ......s/d Bulan... ... . Tahun
1 KETERANGAN PERORANGAN
1 {Nama
2 [NIP
3 [Nomor Seri Kartu Pegawai
4 |Tempat dan Tanggal Lahir
5 |lenis Kelamin
6 |Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 |Jabatan penerjemah/TMT
8 |Masa Kerja golongan lama
9 [Masa Kerja golongan baru
10 |Unit Kerja
II UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSLIL TIM PENTLAI
LAMA BARU | JUMLAH | LAMA BARL | JUMLAR
1 2 3 4 5 [ ? B

1 |UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar

1} Doktor (53)

2) Magister ($2)

3) Sarjana (S1)

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memparoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti dikiat fungsional:

1) Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran

2) lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran

3) Lamanya antara 481 - 40 jam pelajaran

4) Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran

5} Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran

6) Lamanya antara 30 - B0 jam pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Mernperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikin dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti pendidikan dan pelatinan Prajabatan tingkat 111

JUMLAH
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2 |PENERJEMAHAN

A

Perencanaan Penerjemahan Tulis

1)

Merencanakan kegiatan penearjemahan titis,

2)

Mengumeulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang
akan diterjemabkan secara tulis.

3

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang
akan diterjemahkan secara tulis.

4)

Mempertimbangkan,/menentukan suatu bahan/dokumen dapat
diterjernahkan sendiri atau oleh suatu tim penarjernah tulis.

5)

Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tuiis.

Penyuntingan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis

1) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah dari:

Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b,

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

.

Bahasa asing ke bahasa daerah,

d.

Bahasa daerah ke bahasa asing.

23

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan
dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buka dari:

a.

Bahasa [ndonesia ke bahasa asing.

b.

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

C.

Bahasa asing ke bahasa daerah,

d.

Bahasa daerah ke bahasa asing.

3)

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk huekum dari;

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

4)

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:

Bahasa kuno ke bahasa indonesia dengan tingkat kesulitan
tinggi.

b.

Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tingai.

Pembacaan Ulang Hasil Penerjemakan Tulis

Membaca ulang terjemahan sural, pidato, laporan, dan materi untuk

1 pers dari:
a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.
b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang fainnya.
c. Bahasa asing ke bahasa daerah.
d. Bahasa daerah ke bahasa asing.

2) Membaca ulang terjernahan terbitan ilmiah dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.
¢. Bahasa asing ke bahasa daerah.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing.

Membaca ulang terjemahar buku yang diterbitkan dan

3 dipublikasikany dipresentasikan dalam bentuk buku dari:
a, Bahasa Indonesia ke bahasa asing.
b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.
c. Bahasa asing ke bahasa dasrah.
d, Bahasa daerah ke bahasa asing.
% Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku

yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:

a.

Bahasa indonesia ke bahasa asing.

b.

Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

Bahasa asing ke bahasa daerah.

Bahasa daerah ke bahasa asing.
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5 Membaca ufang terjemahan buku ke dalarm bentuk buku yang tidak
} dipublikasikan dar:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya,

¢. Bahasa asing ke bahasa daersh.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing.

6) Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:

a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.

c. Bahasa asing ke bahasa daerah.

d. Bahasa daerah ke pbahasa asing,

7) Membaca ulang terjemahan teks dari:

Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan
tinggf,

b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.

8) Membaca ulang terjemahan rekaman audiofaudiovisual dari;

a. Bahasa Indoresia ke bahasa asing.

b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang linnya.

c. Bahasa asing ke bahasa daerah.

d. Bahasa daerah ke bahasa asing.

Perencanaan Penerjemahan Lisan

1) Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Mengumpuikan dan menentukan referensi pendukung untuk

2 melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan,

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka
3) persiapan suatu perternuan internasional dan/atau mendampingt
kunjungan tamu yang memeriukan penerjemahan lisan.

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas tekmis sabelum

4 melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

Menentukan dan menilaf jenis, tinglat, dan kelayakan program

5) penerjemahan secara lisan berdasarkan pricritas.

Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat

8 dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemnah lisan,

Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Penerjemah dan Peperjemahan

1) Meryusun sistem dan/atau metode penerjemahan {sebagai ketus).

2 Metakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik
penerjemahan {sebagai ketua).

3} Menyusun program pembinaan penerjemah (sebagai ketua).

Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan

4) (sebagai ketua).

JUMLAH
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PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH

A. |Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiab di bidang penerjemahan

Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan
atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

bk, Dalam bentuk majalah iimiah yang diakui oleh LIPI

2

Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pangkajian, survei, dan
atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. DCalam bentuk majalah ilmiah yang diakui cleh LIPL

3

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil
gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan sacara
nasionat

b, Datam bentuk majalah ilmiah yang diakei aleh L1P1

4

Membuat karya tulis berupa tinjavan atav ulasan ilmiah hasi
gagasan sendir di bidang penerjemahan yang dipublikasikan

a. Dalam benbk buku

b. Dalam bentuk makalah

5

Membuat tulisan ilmizh di bidang penerjemahan yang disebariuaskan
melalui media massa

€)

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan
ilmiah di bidang penerjemahan

B. [Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah

L

Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan
penerjemah yang diakui oleh Departemnen Luar Negeri dan diedarkan
secara nasional

2

Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan
penerjemah

C. |Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep

a. Institusi

b. Perorangan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA
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PENUNJANG TUGAS PENERJIEMAH

A, |Pengajar/Pelatih di bidang Penerjermah

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. |Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi

Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :

1) Pemarasaran

2) Moderator/Pembahas/Narasumber

3) Peserm

C. |Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan

Menjadi anggata organisasi profesi sebagai -

1} Pengurus aktif

2) Anggota aktif

Keanggotaan dalam Tim Pendlai Angka Kredit Japatan Fungsional
Penerjemah

Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penarjernah

F. |Perolehan penghargaanftanda jasa

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :

L}y 30 Tahun

2) 20 Tahun

3) 10 Tahun

G. [Perclehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas

1) Doktor (53)

7) Magister (52)

3) Sarjana (S1)/Diploma Iv

JUMLAH UNSUR PENUNIANG
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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.

4 dan selerusnya

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

| Surat Pernyataan melakukan Kegialan Penerjemah

3} Surat Pemyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah

2 Surat Pemyataan melakukan Kegialan Pengembangan Profesi Penegemah

NIP.

e

. |Catatan Pejabat Pengusul :

4 dan seterusnya

{ jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilal :

4 dan seterusnya

{Nama Penilai 11)

NTP.

YL

Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan selerusnya

Ketua Tim Penilai,

{Nama)

NIP.




CONTOH:
SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENERJEMAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Untit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan mang/TMT
Jabatan

Unit kerja
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LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR

TANGGAL

: 1 TAHUN 2007
: 22 TAHUN 2007
: 30 MARET 2007

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENERJEMAHAN

Telah melakukan kegiatan penerjemahan sebagai berikut:

Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
' . . Satuan Hasil | Volume : Angka it
No Uraian Kegiatan Tanggal Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik
e 2 3 R LT LRt B 7
1.
2.
3.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

|

Sy, ek A, A

o A

i U ol b e e T S PR




A

J———

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFES]I PENERJEMAH
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LAMPIRANIII :

PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 MARET 2007
SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan hahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Penerjemah sebagai berikut:

Jumlah

Satuan Angka Keterangan/
. , . Volume . Angka angad
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung




CONTOH:
SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

PENERJEMAH

Yang bertanda tangan di bawah 1ni;

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan reang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Penerjemah sebagai berikut:
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LAMPIRAN IV :
PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007

NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MARET 2007

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENERJEMAH

Jumlzh
' _ Satua.m V‘;m;e Angk.a k:lg]l:: Keterangan/
| .U.ralan chxa.tan Tanggal Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperpunakan sebagaimana mestinya.

......................... T

Atasan Langsung

NIP

T e ST A .z&-‘-:&.:-.:.-r..—-m‘

255 MR

= i

S Ly T TR
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CONTOH: : LAMPIRAN V :
SURAT PERNYATAAN PERATURAN BERSAMA
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
PELATIHAN PENERJEMAH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
NOMOR : 22 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 MARET 20667

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERJEMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama P e e e s e
NIP e
Pangkat/golongan ruang/TMT e e
Jabatan e
Unit kerja R LRI L T O
Menyatakan bahwa:
Nama e
NIP T e
Pangkat/golongan ruang/TMT e
Jabatan e e
Unit kerja et

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penerjemah sebagai berikut:

Jumiah Jumlah

Satuan Angka Keterangan/
. ) . Volume . Angka s
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik
' 2 - 3. 41 5 |6 7

Lo o[ fi

f=h
v
-

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH LAMPIRAN VI
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TANGGAL t30 MARET 2007

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / { /

Masa Penilaian @ ...........oc.oovvevvecreens s/d

Instansi:

1

e e

1 KETERANGAN PERORANGAN

A P B LR TR AT T TR e T AR L

Narma

NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Pendidikan Tertinggi
Jabatan Fungsional/TMT

Lo+ I B I O+ LT IR B O IR TS I L6 O

Lama
9 | Masa Kerja golongan

Baru

10 | Unit kerja

II | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1 | UNSUR UTAMA

A | 1) Pendidikant Formal

2} Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)

B | Penerjemah

C { Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG PENERIEMAH

Penunjang tugas Penerfemah

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

IIT | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM

JABATAN.......c.ocrimrevannns JPANGKAT.....cccoinmirnnnae P 1. | P crrare
ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penerjemah yang bersangkutan; .
2. Pimpinan UnitKerjayang bersangkutan: e e s
3- Sekretaris Tim Penilai ya ng hersangkutan, ......................................................................
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;




CONTOH

SURAT KEPUTUSAN

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI| DALAM
JABATAN PENERJEMAH

Menimbang

Mengingat
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LAMPIRAN Vil

PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 MARET 2007
KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATIIWALIKOTA")

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI !

DALAM JABATAN PENERJEMAH

MENTERt/PIMPINAN LPN D!GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,")

a.

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006
tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu  untuk mengangkat / mengangkat kembati*
Saudara.........oooeeiininiiniei dalam jabatan Penerjemah .........-

..............................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/S5/2006;

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :
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MEMUTUSKAN :

Terhitung mutai tanggal ....... . ccoco cooviiiii e
mengangkat/mengangkat kemball Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan

...................................................
...................................................
...................................................

...................................................

.................................................................... dengan
angka kredit sebesar..................oeeal L (e )

it)

t*)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembati sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.............ooun.,
pada Tanggal :.....c.cvvvuenn....

NIP.

1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan:; "}

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepata Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah.
Yang bersangkutan;*)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

i
T e TR L T T AR T S AR TR A LR M T
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CONTOH LAMPIRAN VIl

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN BERSAMA

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN MENTERI! SEKRETARIS NEGARA DAN

DARI JABATAN LAIN KE DALAM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JABATAN PENERJEMAH NOMOR : 1 TAHUN 2007
NOMOCR » 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MARET 2007

KEPUTUSAN

Menimbang

Mengingat

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENERJEMAH

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a.

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang
Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu
untuk  mengangkat Saudara  ............oooooeeii
dalam jabatan Penerjemah .............:

..............................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006;

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ..o v viiin i e,
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama e et ta et ea i aanenaes
b. NIP :
¢, Pangkat/golongan ruang/TMT & ..t
d. Unit kerja P
Dalam  Jabatan..........oiiiiiiiiiiii e dengan

...................................................

KEDUA e TPt
KETIGA P T TR

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di t..cvovneireiiicier e,
pada Tanggal t...c.ccovveiiiiermninicenrsrcasannn.

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biroc Kepegawaian Sekretariat Negara;

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.




CONTOH :

63

LAMPIRAN IX :
SURAT PERING ATAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BAD AN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1 TAHUN 2007
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL  :30 MARET 2007
SURAT PERINGATAN
NOMOR :
DARL e
KEPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL

L. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. ruang

Jabatan

Unit kerja

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah

tahun  menduduki jabatan.......................... tetapi  belum
memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
sejumlah..................

. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/24/M.PAN/ 5/2006 jo Peraturan Bersama Menteri
Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2007 dan Nomor 22 Tahun 2007, diminta agar Saudara dapat memenuhi
ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan,
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3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka

Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penerjemah.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di ! ....cccovnemvrininnnenns
Pada tanggal : ......coccivenimeemenens
NIP
Tembusan :

1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Penerjemah yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Coret yang tidak perlu.

i




CONTOH
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA PERATURAN BERSAMA
DARI JABATAN PENERJEMAH MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MARET 2007

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOmor & cvvvvieinens ¥ P Y SO

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERJEMAH

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Bahwa berhubung Saudara .................... NIP. i,
pangkat/golongan ruang ............... , Jabatan
Berdasarkan Keputusan Nomor...........tanggal.............. dinyatakan..........**)

dipandang periu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penerjemah;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006;

6. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007,




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Tembusan :

Nhwmne
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MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal .....coovevevvcnieniiriiios e membebaskan

sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama L e,

b. NIP L ————

¢. Pangkat/Gol.ruang/TMT L e

d. Unit kerja D ittt earn,
dari jabatan ........cccccceeeiniiiiiee e dengan angka kredit
sebesar.......... (e, )

(diisi dengan angka dan huruf)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembaili sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

Menteri Sekretaris Negara;

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan

Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

*)  coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
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Contoh: . LAMPIRAN XI :
" PEMBERHENTIAN DARI JABATAN : PERATURAN BERSAMA
PENERJEMAH MENTER] SEKRETARIS NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

NOMOR 1 22 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 MARET 2007
KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENERJEMAH

KARENA DIJATUHI HUKUMAN

DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

Menimbang

Mengingat

oo W

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

bahwa Saudara ... NIP ... jabatan..............
pangkat/golongan  ruang  ........ee terhitung mulai  tanggal
.................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor ... tanggal

.......................... /dinyatakan tidak dapat mengumputkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *;

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pener]'émah, dipandang periu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Penerjemah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007;

Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/24/M.PAN/5/2006; '

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...........cocoooveroooi memberhentikan dengan
hormat dari jabatan Penerjemah :
a. Nama
b. NIP
¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ... .
d. Unit Kerja VPR
KEDUA PR
KETIGA :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.,
Ditetapkandi ..o,
Pada tanggal
NIP.
TEMBUSAN :
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atay Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang

bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

wm

*) Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum vang dianggap periu.

R '-’ﬁ".’.”."‘.”m‘
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CONTOH LAMPIRAN XNl :
SURAT KEPUTUSAN : PERATURAN BERSAMA
PENYESUAIAN DALAM JABATAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
PENERJEMAH DAN ANGKA KREDIT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR T TARUN 2007
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MARET 2007
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERN UR/ BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : lllllllllllllllllllllllllllll Awsany srEEEN tEEpaED LEL I RTRT]]
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENERJEMAH
Menimbang bahwa Saudara : ... NIP e, dengan
Keputusan .......Nomor: ......... , tanggai : ... terhitung mulai
tanggal : ....... telah ditugaskan melakukan kegiatan Penerjemah
Pada @ e
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006, tanggal 25 Mej
2006, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian
dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah.
Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomoar PER/24/M.PAN/5/2006;

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun
2007;




Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Ketiga
Keempat

Tembusan :
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MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal e
Pegawai Negeri Sipil
a8 Nama e
b. NIP O
C.  Pangkat/Golonganruang/TM ..........cccceeomeernesveeeoresseens
d. Unit Kerja PRI
disesuaikan dalam jabatan .................. dengan angka kredit
sebesar ........ (cerrmeeriminn ) sesuai dengan Lampiran III *)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.

................................................................................................

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : ........ wrmsirnssrnntrnn,
Pada tanggal : .........ccceerene. I

Nama jelas
NIP.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang

bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan
Daerah yang bersangkutan; *).

5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu




PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2010 DAN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2007 DAN NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

Mengingat:

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, periu
melakukan penyesuaian kembali Peraturan Bersama Menteri
Sekretaris  Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah
dan Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 1894 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan:

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121},

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang,

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri

~ Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerirtah Non
Departermnen sebhagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005,

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara,

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional
Penerjemah dan Angka Kreditnya,

9. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA
MENTER! SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2007
DAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN
ANGKA KREDITNYA.



Fasal l

Mengubah ketentuan Pasal 24 Peraturan Bersama Menteri
Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun
2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penerjemah dan Angka Kreditnya, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 24

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Penerjemah di lingkungan instansi pusat dan daerah, ditetapkan
mulai ianggal penetapan peraturan bersama ini dan paling tambat
1 (satu) tahun dari mulai berlakunya peraturan bersama ini,
dengan ketentuan berlakunya surat keputusan
penyesuaianfinpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya dari tanggal penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam penyesuaian/inpassing sudah
memenuhi syarat untuk naik pangkat, tetap dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan
dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah, sehingga dalam
penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan
pangkat yang terakhir.

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2011,
kenaikan pangkat Penerjemah sudah ditetapkan dengan angka
kredit di samping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Pasal Il

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 JULL 201C

..... A 3
b

RI SEKRETARIS NEGARA
IK INDONESIA,



Menimbang

Mengingat

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/24/M_PAN/5/2006

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

8. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan
-kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan
tugas di bidang penerjemahan, dipandang periu menetapkan

jabatan fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penerjemah dan. Angka
Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 ‘Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Uridang Noemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah’s {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
“Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-
Undang “Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2605 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

f

Republik: Indonesia Nomor 4548)



Memperhatikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
(Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
151);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara;

Usul Menteri Sekretaris Negara dengan suratnya Nomor
B.61/M.Sesneg/01/2006 tangga! 20 Januari 2006;

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor K.26.30/V.55-1/93 tanggal 5 Mei 2006;




Menetapkan
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MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerjemah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan,
baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menerjemahkan, adalah mengalihkan pesan secara tertulis atau
lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang fain;

Naskah, adalah bahan-bahan tertulis autentik yvang diperlukan
untuk menyusun konsep pidato, amanat, dan surat; bahan-
bahan/karangan yang ditulis/ditik yang digunakan sebagai dasar
menyusun teks yang siap cetak;

Latihan/kursus, adalah suatu proses belajar untuk memperoleh
dan meningkatkan kemampuan, dan keterampilan di bidang
penerjemahan tulis dan/atau lisan yang menunjangnya di luar
pendidikan yang berlaku dengan lebih mengutamakan praktek
daripada teori;

Pendidikan, adalah proses belajar untuk mendapatkan
pengetahuan guna meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
di bidang penerjemahan tulis dan/atau lisan ke jenjang/strata
lebih tinggi yang berijazah;

Fungsi penerjemah tulisan, adalah fasilitator di  dalam
komunikasi teriulis antara dua pihak yang menggunakan bahasa
yvang berbeda;

Fungsi penerjemah lisan, adalah fasilitator di dalam komunikasi
lisan antara dua pihak yang menggunakan bahasa yang
berbeda;

Fungsi pengembangan penerjemah tulis dan/atau lisan, adalah
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerjemah tulis
dan/atau lisan melalui berbagai kegiatan yang telah ditentukan
sebagai unsur penunjang peningkatan jenjang pangkat/jabatan;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Fungsi pengembangan teknik penerjemahan, adalah
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada penerjemah
tulis dan/fatau lisan cara dan metode penerjemahan tulis
dan/atau lisan sehingga penerjemah mendapat kesempatan dan
kemudahan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas;

Fungsi pelayanan penerjemahan tulis dan/atau lisan, adalah
memberikan pelayanan penerjemahan tulis dan lisan kepada
pejabat dan instansi serta masyarakat yang membutuhkan baik
diminta maupun tidak;

Ahli, adalah yang me'fnpunyai kemampuan dalam bidangnya
untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mampu
melakukan pengembangan dan penefitian;

Profesional, adalah orang/pegawai yang melakukan fungsi dan
tugasnya berdasarkan kemampuan/keahlian dalam bidangnya;

Tim Penilai Jabatan Fungsional Penerjemah, adalah tim penilai
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
yang bertugas untuk menilai prestasi kerja Penerjemah;

Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Penerjemah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat;

Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif bagi satuan
kerja/organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-
Departemen, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat
maupun daerah;

Organisasi profesi penerjemah tulis dan/fatau lisan, adalah
organisasi yang kegiatannya terfokus pada pengembangan
keahlian di bidang tertentu yang biasanya sangat khusus,
misalnya Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI);

Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, negara asing,
atau organisasi nasional/intemasional yang mempunyai reputasi
baik di kalangan masyarakat ilmiah.

A R T T ezt T E
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BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN INSTANSI PEMBINA
Pasal 2

Jabatan Penerjemah adalah jabatan fungsional termasuk dalam
rumpun manajemen lainnya.

Pasal 3

(1) Penerjemah berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di  bidang penerjemahan pada instansi
pemerintah;

(2) Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Penerjemah, adalah melaksanakan penerjemahan
yang meliputi perencanaan penerjemahan tulis, penerjemahan
tulis, penyuntingan dan penyelarasan penerjemahan  tulis,
pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis, perencanaan
penerjemahan lisan, penerjemahan lisan, dan peningkatan dan
pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan,

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Penerjemah  adalah
Sekretariat Negara Republik Indonesia.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penerjemah yang dinilai angka
kreditnya, terdiri atas:
\

1. Pendidikan, meliputi:
a. Pendidikan sekolah dan memperoleh fjazah/gelar;
b. Pendidikan dan Pelatihan (dikiat) fungsional di bidang
penerjemahan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pefatihan (STTPP); dan

c. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Prajabatan dan
memperoleh sertifikat.
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2. Penerjemahan, meliputi:

a.
b.

c.

Perencanaan penerjemahan tulis;

Penerjemahan tulis;

Penyuntingan dan penyelarasan penerjemahan tulis;
Pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis;
Perencanaan penerjemahan lisan;

Penerjemahan Iisae;

Peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan
penerjemahan.

3. Pengembangan profesi Penerjemah, meliputi:

d.

b.
d.

Penyusunan  karya tulis/fkarya ilmiah di  bidang
penerjemahan;

Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penerjemahan;

Pelayanan konsultasi penerjemahan;

4. Penunjang tugas Penerjemah, meliputi:

a.

b.

Pengajaran/pelatihan bidang penerjemahan;

Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi dan
delegasi RI;

Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit Jabatan

Fungsionalf/Badan Akreditasi Penerjemahan.

BAB 1V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Penerjemah dari paling rendah sampai dengan
paling tinggi, adalah:

a. Penerjemah Pertama;

b. Penerjemah Muda;
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c. Penerjemah Madya;
d. Penerjemah Utama.

(2) Jenjang pangkat Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

a. Penerjemah Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang IIl/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
b. Penerjemah Muda:

1. Penata, golongan ruang Iil/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d.
¢. Penerjemah Madya:

1. Pembina, golongan ruang Iv/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Penerjemah Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang Iv/d;

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jeniang pangkat untuk masing-masing jabatan Penerjemah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah jenjang
pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang
dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;

(4) Penetapan jenjang jabatan Penerjemah untuk pengangkatan
dalam jabatan Renerjemah ditetapkan sesuai jumlah angka
kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan

pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (2).
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BAB YV

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penerjemah sesuai jenjang jabatan, adalah
sebagai berikut:

a. Penerjemah Pertama, vaitu:

1.

2.

10.
11,

12.

13,

14.

Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;

Mengumpulkan, Tenyeleksi, dan menentukan bahan-
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi
untuk pers secara tertulis;

Menerjemahkan terbitan iimiah;

Menerjemahkan buku vyang diterbitkan  dan
dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;

Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian
buku yang diterbitkan dan publikasikan/
dipresentasikan;

Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak
dipublikasikan;

Menerjemahkan produk hukum;
Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual:
Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait
dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional
danfatau  mendampingi kunjungan tamu yang
memerlukan penerjemahan lisan;

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis
sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan fisan.

L TR
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b. Penerjémah Muda, yaitu:

1.

2.

10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;

Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/
dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau cleh suatu
tim penerjemah tulis;

Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;

Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi
untuk pers secara tertuiis;

Menerjemahkan terbitan ilmiah;

Menerjemahkan  buku yang diterbitkan  dan
dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;

Menerjemahkan artikel/monograﬁ/makalah/bagian
buku  yang diterbitkan  dan dipublikasikan/
dipresentasikan;

Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buky yang tidak
dipublikasikan;

Menerjemahkan produk hukum;
Menerjemahkan teks;
Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/
pidato/laporan atau materi untuk pers;

Menyunting Han menyelaraskan terjemahan artikel/
monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke
dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk
hukum;




18.

19.

20.

21,

22.

23.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31
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Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman
audio/ audiovisual,;

Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait
dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional
dan/atau  mendampingi  kunjungan tamu yang
memerlukan perlerjemahan lisan;

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis
sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan
program penerjemahan secara lisan berdasarkan
prioritas;

Mempertimbangkan/menentukan  suatv  program/
kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim
penerjemah lisan;

Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui
telepon;

Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi
melalui telepon;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi
tamu;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan dalam wawancara dengan media massa
(cetak/elektronik);

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada
pertemuan bilateral/regional/multilateral;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada
pertemuan bilateral/regional/multilateral;
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32. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam
kesempatan pertemuan biIateraI/regionaI/multilateml;

33. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidak resmi di Juar negeri  dalam
kesempatan pertemuan biIateraI/regional/multilateral;

34. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan atau presentasi dij dalam negeri pada
pertemuan/rapat kerja/ seminar/ lokakarya nasional/
internasional;

35. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada
pertemuan/rapat ker_ja/seminar/lokakarya ;

36. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simuitan
pembiaraan atau negosiasi di dalam negeri pada
konferensi regionai/muitilateral;

37. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada
konferensi regional/muitilateral;

38. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri;

39. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;

40. Menerjemahkan teks secara lisan (sight transiation);

41. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simuitan
rekaman audio/audiovisual;

42. Menetapkan  teknik penerjemahan  yang akan
digunakan.

)
¢. Penerjemah Madya, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;

2. Mengumpuikan, menyeleksi, dan menentukan bahan-
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
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Mempertimbangkan/menentukan suaty bahan/
dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu
tim penerjemah tulis;

Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;

Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi
untuk pers secara tertulis;

Menerjemahkan terbitan ilmiah;

Menerjemahka buku yang diterbitkan  dan
dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku;

Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak
dipublikasikan;

Menerjemahkan produk hukum;
Menerjemahkan teks;
Menerjemahkan rekaman audiofaudiovisual,

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/
pidatoflaporan atau materi untuk pers;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan
iimiah;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang
diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam
bentuk buku;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/
monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke
dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk
hukum;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;

Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman
audiofaudiovisual;

Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan
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materi untuk pers;
Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;

Membaca ulang terjemahan bukuy vang diterhitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;

Membaca ulang terjemahan artikel/monograﬁ/makalah/
bagian buku vyang diterbitkan dan dipublikasikan/
dipresentasikan;

Membaca ulang terijemahan buku ke dalam bentuk
buku yang tidak dipublikasikan;
Membaca ulang terjemahan produk hukum:
Membaca ulang terjemahan teks;

Membaca ulang terjemahan  rekaman audio/
audiovisual;

Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak  terkait
dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional
dan/atau mendampingi kunjungan  tamy yang
memerlukan penerjemahan lisan;

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas  teknis
sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Menentukan dan menilaj jenis, tingkat dan kelayakan

program penerjemahan secara lisan berdasarkan
prioritas;

Mempertimbangkan/menentukan  suaty program/
kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atay oleh suatu tim
penerjemah lisan;

\
Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui
telepon;

Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi
melalui telepon; '

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;




38.

35.

40.

41.

42.

43,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

84

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi
tamu;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan dalam wawancara dengan media massa
(cetak/elektronik);

Meneljeméhkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada
pertemuan bilateral/regional/multilateral;

Menerjemahkaws secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada
pertemuan bilateral/regional/multilateral;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam
kesempatan pertemuan bilateral/regional/muitilateral;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan tidask resmi di luar negeri dalam
kesempatan pertemuan bifateral/regional/multilateral;

. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif

pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada
pertemuan/rapat  kerja/seminar/lokakarya nasional/
internasional;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif
pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada
pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
pembicaraan atau negosiasi di dalem negeri pada
konferensi regional/multilateral;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada
konferensi regional/multilateral;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;

Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan
rekaman audio/audiovisual;

Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;

Ao
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51. Menetapkan  teknik  penerjemahan yang akan
digunakan;

52. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan  sistem,
metode, dan teknik penerjemahan;

53. Menyusun program pembinaan penerjemah;

>4.Membuat  kajian  tentang sistem/metode/teknik
penerjemahan.

. Penerjemah Utama, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;

2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung
bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

4, Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/
dokumen dapat ditejemahkan sendiri atau oleh suatu
tim penerjemah tulis;

5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;

6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan
ilmiah;

7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang
diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam
bentuk buku;

8. Menyunting dan menyelaraskan tejemahan produk
hukum;

9. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;

\
10. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan
materi untuk pers;

11. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;

12. Membaca ulang terjerahan buku yang diterbitkan dan
dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;

13.Membaca ulang  teriemahan artikel/monografi/
makalah/ bagian  buku yang diterbitkan dan
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dipublikasikan/ dipresentasikan;

Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk
buku yang tidak dipublikasikan;

Membaca ulang terjemahan produk hukum:;
Membaca ulang terjemahan teks;

Membaca ulang terjemahan rekaman audio/
audiovisual;

Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Mengumpulkan\'dan menentukan referenst pendukung
untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait
dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional
danfatau  mendampingi kunjungan tamu yang
memerlukan penerjemahan lisan;

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis
sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;

Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan
program penerjemahan secara lisan berdasarkan
prioritas;

Mempertimbangkan/menentukan  suatu  program/
kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim
penerjemah lisan;

Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;

Melakukan evaluasi guna penyempumaan sistem,
metode, dan teknik penerjemahan;

Menyusun program pembinaan penerjemah;

Membuat kajian tentang  sistem/metode/teknik
penerjemahan.

(2) Penerjemah Pertama sampai dengan Penetjemah Utama
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang tugas Penerjemah
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
Lampiran L.
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Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penerjemah yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penerjemah
yang berada satu tingkat di atas atay saty tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan  tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan, sebagai berikut:

1. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap
butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

2. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit
terdiri dari:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.
(2) Unsur utama, terdiri dari:

a. Pendidikan;

b. Penerjemahan; dan

\
€. Pengembangan profesi Penerjemah.

" (3) Unsur penunjang  adalah kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 angka 4.

(4) Rincian kegiatan Penerjemah dan angka kredit masing-masing
unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.
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Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam
jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:

a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan

b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.

(2) Penerjemah yang telah memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya,

(3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan
jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang
diduduki, maka Penerjemah yang bersangkutan dapat diangkat
dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit
yang dimiliki, dengan ketentuan:

a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
dan

b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

(4) Penerjemah yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari
jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok:

(5) Penerjemah yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama
dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling
rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;

(6) Penerjemah Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penerjemah
Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IVfe, dari
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angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua
belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan
profesi;

(7) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e, setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua
puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;

Pasal 13

(1) Penerjemah yang secara bersama-sama membuat  karya
tulis/karya ilmiah di bidang penerjemahan, pembagian angka
kreditnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk
penulis pembantu;

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk
penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima
persen) untuk penulis pembantu; atau

C. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua
puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Penerjemah diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh
kegiatan yang dilakukan;

(2) Apabila dari hasil catatan atau inventaricasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat
memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarkhi Penerjemah dapat
mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan
paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 {tiga)
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bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Penerjemah adalah sebagai berikut :

a.

Menteri Sekretaris Negara bagi Penerjemah Utama vang
bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah ;

Sekretaris  Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal
Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah
Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang
setingkat dengan ity bagi Penerjemah Pertama sampai
dengan Penerjemah Madya di lingkungan Instansi masing-
masing;

Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penerjemah Pertama
sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-
masing;

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penerjemah
Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan
masing-masing;

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d dapat mendelegasikan
sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya
paling rendah pejabat eselon II untuk menetapkan angka
kredit Penerjemah Pertama dan Penerjemah Muda di
lingkungan masing-masing;

(3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:

d.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah
Tingkat Pusat bagi Menteri Sekretaris Negara, vang
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah
Tingkat Instansi bagi Sekretaris Jenderal Departemen,
Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau Pejabat Eselon
I lainnya yang setingkat dengan itu, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi;

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah
Tingkat Daerah Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi,
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi:

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah
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Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Penerjemah terdiri dari unsur teknis, unsur
kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah.

Pasal 17
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. Satu orang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Satu orang wakil ketua merangkap anggota dari unsur
kepegawaian;

C. Satu orang sekretaris merangkap anggota;
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penerjemah.

(3) Syarat untuk menjadi anggotz Tim Penilai Angka Kredit
jabatan fungsional Penerjemah, adalah:

a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan
jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Penerjemah; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

(5) Apabila jumlah Anggota Tim Penilaj sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penerjemah, maka
anggot@ Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Penerjemah;

(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:

a. Menteri Sekretaris Negara untuk Tim Penilai Pusat;

b. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal
Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah
Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang
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setingkat dengan itu untuk Tim Penitai Instansi;

C. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim
Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

(7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Instansi dan
Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri
Sekretaris Negara.

(8) Apabila Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kata belum dapat
dibentuk karema belum memenuhi syarat keanggotzan Tim
Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan
penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai
Provinsi/Kabupater/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Instansi
di lingkungan Sekretariat Negara; '

(9) Apabila Tim Penilai Instansi di luar Sekretariat Negara belum
dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan
tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan
penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai
Instansi di lingkungan Sekretariat Negara,

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan;

(2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka
Ketva Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penerjemah
ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 20
Usul penetapan angka kredit Penerjemah diajukan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga
Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen, atau Pejabat Eselon I fainnya yang setingkat
dengan itu serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
kepada Menteri Sekretaris Negara untuk angka kredit
Penerjemah Utama;
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b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon
II di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal
pada Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau
Pejabat Eselon I iainnya yang setingkat dengan itu serts
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk angka kredit
Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di
lingkungan masing-masing.

Pasal 21

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Terhadap keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit tidak dapat digjukan keberatan oleh Penerjemah
yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENERJEMAH
Pasal 22
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan Penerjemah, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 23

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan
Penerjemah, adalah:

X (1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan;

« (2) Paling rendah menduduk; pangkat Penata Muda, golongan
o ruang I1l/a; dan

(' (3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
’ pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) rata-rata bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
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harus mengikuti dan lulus dikiat fungsional di bidang
penerjemahan yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Penerjemah;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), yang tidak Iulus diklat fungsional di bidang
Penerjemahan, diberhentikan dari jabatan Penerjemah ;

(4) Pengangkatan pertama Penerjemah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk
mengisi lowongan formasi jabatan Penerjemah;

(5) Penetapan  jenjang jabatan Penerjemah  sebagaimana
dimaksud dalam gyat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah
angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur
penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (1);

(6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penerjemah,
dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ayat 2, dan ayat (3),
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23,
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah
dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah, sebagai
berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Penerjemah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
Jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan
usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing
setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dan memenuhi
jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang
jabatan/pangkatnya;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan
Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Penerjemah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN serta
memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk
jenjang jabatan/pangkatnya.
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Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.  Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1), avat (2), dan Pasal 24;

b.  Memiliki pengalaman dalam kegiatan penerjemahan
paling kurang 2 (dua) tahun;

C.  Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas
usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;

d.  Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat
keterangan sehat (genera/ check-up/medical  record)
yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh
pemerintah; dan

€. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) rata-rata benilai baik dalam 1 (satu} tahun
terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan
Penerjemah ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit
yang dipercleh berdasarkan jenjang pendidikan formal yang
ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah
melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari
unsur utama lainnya dan unsur penunjang;

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBAL]I,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 26

(1) Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
Ill/a, sampai dengan Penerjemah Utama pangkat Pembina
Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak menduduki pangkat danfatau jabatan terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
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(2) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun
sejak menduduki pangkatfjabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima)
dari kegiatan tugas pokok;

(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) Penerjemah dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa
jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. Diberhentikam sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

i)

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;

o

Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

(1) Penerjemah yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
ayat (2), dan avat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat
diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah;

(2) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;

(3) Penerjemah  yang dibebaskan sementarm sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf ¢, dapat diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila berusia
paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun
Pegawai Negeri Silpil ;

(4) Pengangkatan  kembali dalam  jabatan  Penerjemah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang Penerjemahan
vang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penerjemah
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit.
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Pasal 28
Penerjemah diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 ({satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yvang ditentukan; atau

€. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat
berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan  sementara,  pengangkatan kembali, dan
pemberhentian dari jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud
Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 30

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini
telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penerjemahan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat
disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penerjemah dengan
ketentuan:

-

a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang I1l/a;
dan

C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
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(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam
jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I1I;

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran
ITI, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing,

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri
Sipil yang disesuaikan/di/npassing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/
inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

-

BAB X
PENUTUP
Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : diJakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2006
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